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I. UMUM 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan 

Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran 

(rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di 

masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan 

organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan 

efisien.  

 Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada 

konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu 

kepala Daerah (strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas 

Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan 

staf pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana 

fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 

pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan 

mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada 

Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah 

melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan 

tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan 

fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan fungsi inti (operating core). 
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 Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai 

dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, 

efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, 

fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan 

intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah 

yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. 

Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. 

Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah 

diwadahi dalam dinas Daerah.  

 Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus 

melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada 

Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah 

yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi 

kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan 

intensitas tinggi. 

 Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan 

camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada 

kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam 

pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi 

untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban 

yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, 

inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain 

kepada kepala Daerah.  

 Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan 

Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan 

Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar.  

 Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana 

dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, 
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Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan 

prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan 

pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan 

substansi urusan pemerintahannya.  

 Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas 

wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran 

beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan 

kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap 

Daerah melalui Perangkat Daerah. 

 Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 

(tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe 

A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan 

sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, 

dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe 

C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan 

kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada 

perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri 

dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah 

penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja  

 Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel 

teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan 

puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun 

variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 

200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). 

 Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar 

kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh 

karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 

wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas 

utama minimal tipe C. 

 Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan 

Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, 

sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma 

dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur 
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selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang 

pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 

 Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan 

Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui 

asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, 

dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai 

secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas 

kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, 

dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah 

masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan 

simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas.  

 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya 

dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan 

berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan 

dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan 

Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk 

melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban 

tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan 

Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan 

tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan 

Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat 

guna dan berdaya guna. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah 

pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat 

Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang 

dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah 

penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja 

pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan 

pengendalian unit kerja bawahan.  

Huruf g 

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah 

pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja 

pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, 

baik vertikal maupun horizontal. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada 

Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas 

dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini 

ditetapkan. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas.  

 

Pasal 5 

Cukup jelas.  
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Pasal 6 

Cukup jelas.  

 

Pasal 7 

Cukup jelas.  

 

Pasal 8 

Cukup jelas.  

 

Pasal 9 

Cukup jelas.  

 

Pasal 10 

Cukup jelas.  

 

Pasal 11 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Cukup jelas.  

Ayat (4)   

Yang dimaksud dengan “membina dan mengawasi pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan” adalah membina dan mengawasi seluruh 

Perangkat Daerah. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas.  

 

Pasal 13 

Cukup jelas.  

 

Pasal 14 

Cukup jelas.  
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Pasal 15 

Cukup jelas.  

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah provinsi 

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman 

Modal” adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan 

penanaman modal sekaligus menjadi kepala unit pelayanan 

terpadu satu pintu.  

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)   

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Ayat (1)    

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi 

dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka 

penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber 

daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi 

yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan 

dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun 

apabila intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil 

(perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)), 

penyelenggaraan fungsi urusan tersebut digabung dengan 
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Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik Urusan 

Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut. 

Ayat (2)    

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5)    

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan 

Urusan Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang 

berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) 

bidang, digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B maka 

tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut 

dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan 

Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas tipe A maka 

dinas tersebut menjadi tipe A dengan 5 (lima) bidang. 

Ayat (7) 

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan 

setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, 

sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan 

dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud. 

Ayat (8)    

Cukup jelas. 

Ayat (9)    

Cukup jelas. 

Ayat (10)    

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Ayat (1)    

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah 

kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat. 
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Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” 

adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi 

induknya.  

Ayat (2)    

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5)    

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang 

membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit 

pelaksana teknis dinas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” 

adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)   

Cukup jelas. 

Ayat (8)   

Cukup jelas. 
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Pasal 22 

Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan 

Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 

pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait 

dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan 

pendidikan khusus.  

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya 

diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan 

Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan 

sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

provinsi. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Ayat (8)  

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang 

membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

cabang dinas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan “unsur penunjang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah provinsi” adalah satuan kerja 
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Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi 

Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi 

perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan 

pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)   

Cukup jelas. 

Ayat (8)   

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

  

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Ayat (1)    

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan 

kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat 

terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya 

manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang 

sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam 

melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan tersebut, namun apabila beban kerja sangat kecil 

(perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka 
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penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

tersebut, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki 

kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan tersebut. 

Ayat (2)    

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Dalam hal fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan digabung dengan 2 (dua) fungsi maka tipelogi 

badan ditentukan berdasarkan jumlah bidang dari perhitungan 

nilai variabel fungsi penunjang tersebut. Apabila jumlah bidang 

setelah penggabungan 2 (dua) bidang, tipeloginya adalah tipe C. 

Apabila jumlah bidang setelah penggabungan 3 (tiga) bidang, 

tipeloginya adalah tipe B, dan apabila jumlah bidang setelah 

penggabungan 4 (empat) bidang atau lebih, tipeloginya adalah 

tipe A. 

Yang dimaksud dengan “jumlah bidang setelah hasil 

penggabungan” adalah jumlah bidang pada badan yang berdiri 

sendiri ditambah dengan bidang atau seksi dari fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan yang tidak bisa berdiri sendiri. 

Ayat (6) 

Dengan ketentuan ini, nomenklatur badan yang digunakan 

setelah penggabungan adalah nomenklatur badan utama, 

sedangkan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang 

bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi 

pada badan dimaksud. 

  

Pasal 28 

Ayat (1)   

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah 

kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat. 
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Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” 

adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi 

induknya.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
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Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas 

 

Pasal 39 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “melekat pada dinas Daerah 

kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 

bidang Penanaman Modal” adalah kepala dinas yang 

menyelenggarakan urusan penanaman modal sekaligus menjadi 

kepala unit pelayanan terpadu satu pintu. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Cukup jelas. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Ayat (1)   

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi 

dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah dalam rangka 

penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber 

daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang 

sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam 

melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila 

intensitas Urusan Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan 

nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan 

fungsi urusan tersebut digabung dengan Perangkat Daerah yang 

memiliki kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau 

memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan Urusan 
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Pemerintahan tersebut. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “tipelogi dinas hasil penggabungan 

Urusan Pemerintahan” adalah Urusan Pemerintahan yang 

berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk 1 (satu) 

bidang, digabungkan dengan dinas tipe C atau tipe B maka 

tipelogi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan tersebut 

dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat. Sedangkan apabila Urusan 

Pemerintahan tersebut digabungkan dengan dinas tipe A maka 

dinas tersebut menjadi dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang. 

Ayat (7) 

Dengan ketentuan ini, nomenklatur dinas yang digunakan 

setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, 

sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan 

dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud. 

Ayat (8)    

Cukup jelas. 

Ayat (9)    

Cukup jelas. 

Ayat (10)    

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Ayat (1)    

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah 

kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” 

adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi 
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induknya.  

Ayat (2)    

Cukup jelas. 

Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5)    

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang 

membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit 

pelaksana teknis dinas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43  

Yang dimaksud dengan ”unit organisasi bersifat fungsional” adalah 

unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. 

 

Pasal 44  

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Ayat (1)   

Masing-masing fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada 

prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat 

Daerah dalam rangka penanganan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan secara optimal yang didukung oleh sumber daya 
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manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang 

sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, 

namun apabila intensitas fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan tersebut sangat kecil (perhitungan nilai variabel di 

bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan 

Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan 

fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan tersebut. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “tipelogi badan Daerah kabupaten/kota 

hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan” 

adalah sesuai dengan jumlah bidang setelah penggabungan. 

Apabila 3 (tiga) bidang menjadi tipe B dan apabila jumlah bidang 

lebih dari 3 (tiga) menjadi tipe A. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah 

kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” 

adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi 

induknya.  

Ayat (2)    

Cukup jelas. 
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Ayat (3)    

Cukup jelas. 

Ayat (4)    

Cukup jelas. 

Ayat (5)    

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas  

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas.         

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 
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Pasal 60 

Cukup jelas.  

 

Pasal 61 

Cukup jelas.  

 

Pasal 62 

Cukup jelas.  

 

Pasal 63 

Cukup jelas.  

 

Pasal 64 

Cukup jelas.  

 

Pasal 65 

Cukup jelas.  

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas.  

 

Pasal 68 

Cukup jelas.  

 

Pasal 69 

Cukup jelas.  

 

Pasal 70 

Cukup jelas.  

 

Pasal 71 

Cukup jelas.  
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Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Cukup jelas.  

 

Pasal 74 

Cukup jelas.  

 

Pasal 75 

Cukup jelas.  

 

Pasal 76 

Cukup jelas.  

 

Pasal 77 

Cukup jelas.  

 

Pasal 78 

Cukup jelas.  

 

Pasal 79 

Cukup jelas.  

 

Pasal 80 

Cukup jelas.  

 

Pasal 81 

Cukup jelas.  

 

Pasal 82 

Cukup jelas.  

 

Pasal 83 

Cukup jelas.  
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Pasal 84 

Cukup jelas. 

 

Pasal 85 

Cukup jelas.  

 

Pasal 86 

Cukup jelas.  

 

Pasal 87 

Cukup jelas.  

 

Pasal 88 

Cukup jelas.  

 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas.  

 

Pasal 91 

Cukup jelas.  

 

Pasal 92 

Cukup jelas.  

 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

 

Pasal 94 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas 

Ayat (9) 

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter 

gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 

yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi. 

 

Pasal 95 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional dokter atau dokter 

gigi” adalah termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis 

yang menduduki jabatan fungsional dokter dan dokter gigi. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


No. 5887 -23- 

Pasal 96 

Cukup jelas.  

 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

 

Pasal 98 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)   

Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain 

kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait 

dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat 

dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan 

Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta etika 

pemerintahan. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Cukup jelas. 

Ayat (6)   

Cukup jelas. 

Ayat (7)   

Cukup jelas. 

Ayat (8)   

Cukup jelas. 

Ayat (9)   

Cukup jelas. 

Ayat (10)   

Cukup jelas. 

Ayat (11)   

Cukup jelas. 
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Pasal 99 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” 

adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil 

negara. 

 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

 

Pasal 105 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5)   

Yang dimaksud dengan ”Menteri menyampaikan rencana 

pemetaan kepada kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan Urusan 

Pemerintahan” adalah Menteri memfasilitasi dan 

mengoordinasikan pertemuan Pemerintah Daerah provinsi dan 

kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga pemerintah 
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nonkementerian untuk melaksanakan verifikasi data dari 

kabupaten/kota masing-masing dengan menggunakan sistem 

informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan penentuan beban 

kerja Perangkat Daerah.  

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 106 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sistem informasi pemetaan Urusan 

Pemerintahan dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah” 

adalah sistem informasi yang digunakan secara bersama-sama 

oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan 

Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan pemetaan Urusan 

Pemerintahan dengan kelembagaan dan kepegawaian Perangkat 

Daerah, yang antara lain meliputi peta Urusan Pemerintahan, 

indikator, bobot, interval, tata cara perhitungan skor intensitas 

urusan dan besaran kelembagaan Perangkat Daerah, peta 

jabatan, jumlah pemangku jabatan dan persyaratan kompetensi 

yang diperlukan, serta data lain yang diperlukan dalam 

pembinaan dan pengendalian kelembagaan dan kepegawaian 

Perangkat Daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 107 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota pulau-pulau 

terluar di Daerah perbatasan” adalah kabupaten/kota yang 

berlokasi di pulau-pulau terluar wilayah laut perbatasan 

negara.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

 

Pasal 111 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Pembinaan struktur organisasi dilaksanakan untuk 

memastikan kesesuaian struktur dengan beban kerja 

organisasi. 

Huruf b 

Pembinaan budaya organisasi dilaksanakan untuk 

meningkatkan etos dan kinerja organisasi.  
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Huruf c 

Pembinaan inovasi organisasi dilaksanakan untuk 

mendorong organisasi menyediakan seluruh sumber daya 

dan sistem kerja yang efektif dan efisien. 

 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

 

Pasal 115 

Ayat (1) 

Materi muatan Peraturan Menteri memerhatikan dan 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi 

dengan kebijakan yang ada pada kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 116 

Ayat (1)   

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” 

adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat 

Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang sama. 

Ayat (4)   

Cukup jelas. 
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Pasal 117 

Cukup jelas. 

 

Pasal 118 

Cukup jelas. 

 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

 

Pasal 120 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan aplikasi secara 

berbagi pakai” adalah infrastruktur dan aplikasi teknologi 

informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara 

terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah 

provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

 

Pasal 122 

Cukup jelas.  

 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

 

Pasal 126 

Cukup jelas. 
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